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PERATURAN DAERAH PROV N1 KALIMANTAN TIMUR

NOMOD 20 TARUN 2008

o TENTANG

SISTEM KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

w

Menimbang

Mengingat

DENG AN RAUMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Ll

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

baliwa dalam rangka penyelenggaraan dan pemantapan kebijakan
otonomi daerah, khusustya urusar pernerintah dan pelayanan umum
di biding kesehatan diberikan perlindungan yang sebaik-baiknya
kenac: inpgota masyarakat denge:. suatu sistem yang terkait dengan
siscern laina sesual dengan asag seincrintahan yang baik dan benar
menurut bl e n yeng berlakug

bahwa pembangunan keschatan bertujuan untuk mencapai derajat
kesehatan yang sefingpi-tingginya bagi . pengembangan  dan
pembinaan sumter daya raanusia  dan  sebagai modal bagi
pelaksanaan pembangunan dacrah yang pada hakikatnya adalah
pembangunan masyarakat Provinsi seutuhnya, yang menjadi
tanggung jewab pemerintah, swasta dan masyarakat sehingga perlu
dikembangkan Sistem Keseh wan Provinsi;

balwa berdasarkar. pertimbi gan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
dan huruf b perlu membentu. Sisiein Kesehatan Provinsi Kalimantan
Timur yang pe.aksanaanny. ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Undang-Undang Nemor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Dacrah-dacrah O:onom rovinsi Kalimantan Barat, Kalimantan
Selatan dan  Ka'imanta. Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 domor 635; Tambahan Lémbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor | Talun 1962 tentang Karantina Laut
‘Lembaran Negara Rep ol ndonesia Tahun 1962 Nomor 2;
Tambahan FLembaran Negara R :puolik Indonesia Nomor 2373) ;-

Undang-Undang Nomor 2 Tabur 1962 tentang Karantina Udara
(Lembaran Negara Reprblk ‘ndonesia Tahun 1962 Nomor 3;
Tamlahan Lembaran Nopara R oiiblik Indonesia Nomor 2374);

Undang-Undang Nomor ¢ “abun 1963 tentang Tenaga Kesehatan
(Lembaran Negara Repushk adonesia Tahun 1963 Nomor 79;
Tambahan Lembaran Megura Republik Indonesia Nomor 2576);

Undang-Undang Nomor 4 T.hun 1984 tentang Wabah Penyakit
Menular; (Lembaran Nege a Rejublik Indonesia Tahun 1984 Nomor
20; Tambahan Lembaran “jave Republik Indonesia Nomor 3273);
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Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Karantina ewazn,
Tkan dan Tumbuhon (Lembaran Negaia Republik Indonesia Tahun
1992 "Nomor 56; Tambahan Lenibaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3482);

Undung-Undang Nomor 23 Tihun 1992 tentang Kesehatan
(I.on baran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

Undang-Undang Nomor 5. Tahun . 1997 tentang Psikotropika
(Lembaran Negara Republik Indyaesia Tahun 19%7 Nomor 10;
Tamba’an Lembaran Negara Rep 1blik indonesia Nomor 3£71);

Unda-Unding Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
(Lembaran Mrgara Republik indonesia Tahun 1997 Nomor 67,
Tambahan L:inbaran Negara Repablk Indonesia Nomor 3698} ;

. Undang-Undang Nomor 23 Talun 1897 tentang Pengelolaan
Lingkungar Hidup (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun
1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3699);

. Undang-Undang Nomor § Tahun 1999 tertang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negira Republik Indonesia Tabun 1959
Nomor 42: Tambahan Lemb wran Negara Republik Indorzsia Nomor
3821); -

. Undang-Undang Momor 17 "ihun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Reputlik Indonesia Tahun 2003 Nontor 47, .
Tambahan Lembaran Nega a Republik Indonesia Nomor 4286); . ™

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-urdanpan  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Momor 53; Tambahan Lembaran Negara
Renublik Indonsia Nomor 1389);

| Undang-Undang SNomor 23 Ta'nu 2004 tentang Sistes Peréncanagn
Fembangunan Nasional (f .wbiran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2004 Nomor 104; ‘ambnian Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 4421); '

. Undang-Undang Nomor 20 T lun 2004 tentang Prakiek Kedokteran
(Lembaran Negara R:pub' ¢ Indonesia Tahun 2004 Momer 116
Yambahan Lembaran Neg: o R 2oublik Indonesia Nomor 4431},
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23,

24.

Undang- Jr:lng Nomor 32 “vahwn 2004 tentang Pemerintahan
fasrah (Leinbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagainfara telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentanz Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara i>epublik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59; Tambahan Lembaran Ne zara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemeriitahan Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Repubiil: Indonesia Tahun 2004 Nomor 126;
Tambahan Lembaran Negara it zpublik Indonesia Nomor 4438 );

Undang-Undang Nomor «0 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (SJSN) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomcr 15(; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 17 Tuhun 2007 tentang Rencana
2fembanguvan  Jangka Panjarg Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republir Idonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negari. Repuolik Indonesia Nomor 4700,

Undang-Undang Nomor 24 Taaun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Re »iblik Indonesia Tahun 2007 Nomor
66 ; Tambahan Lembaran N :2.ra Republik Indonesia Nomor 4723);

Peraturan Pemerintah Nomr 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan
Wabah Penyakit Menular {Lembaren Negara Republik Indonesia
Tahun 1991 Nomwor 49; Tamblahan Lembaran N-gara Republik
Indonesia Nomeor 3447);

Peraturan Pemerintah Ner.o: 32 Tahun 1996 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negrra Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 49; Tambalan Leinbaran Nepara Republik Indonesia Nomor

3637, :

Perattran  Presiden Nomor 7 Talun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka  Mcnengah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nemor 107; Tambahan Lembaran
Nege a Republik Indonesia Nomor 4547); '

Percturan Pemerintah Nomer 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
urusan Pemerintahan  Antara  Pemerintah, Pemerintanan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik [ndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembar:n Nejara Republik Indon:sia Nomor 4737);
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25.

26.

27,

28.

29,

30.

4

Peraturan Pemerintah Nomc 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembiran Negara Republik Indonesia Tahun
5007 Nomor 89, Tambahin Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4741);
o

Keputusan Menteri Keschatan Nomor 735/MENKES/SK/VIL1995
tentang Penyerahan Secaa Nyata Sebagian urusan Pemerintahan
Dalam Bidang Keschatan kepada Pemerintah Propinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota;

Keputusan Menteri Kesehrtan >omor 574/MENKES/SK/IV/2000
tentang Pembangunan Kesel atan N leruju Indonesia Sehat 2010;

Keputusan Menteri Kesehatan Neiaor 11 16/MENKES/SK/VII1/2003
tentang Pedoman Penyelergyaraun Sistem Surveilans Epidemiologi
Kesehatan;

Keputusan Menteri Keschatin Nomor 131/MENKES/SK/11/2004
tentang Sistem Kesehatan Nasiznol SKN);

Peraturan Daerah Provinst Kalinantan Timur Nomor 08 Tahun 2008
tentang Pembentukan Sninar Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Provinsi Kalima .tan Tiour (Lembaran Daersh Tahun 2008
Nomor 08: Tambahan Le nbaran Daerah Nomor 33).

[engan Persctajuan Lersaraa

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menetapkan :

dan
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAI :

PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM KESEHATAN
PRO VINST SALIMANTAN TIM UF.

BABJ
KETYENTUAN UMM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud der gan:

2. Pemerintah

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantar Timur.

Dacrah adalah Gubernur 'an Perangkat Daerah Sebagai Unsur
Penyelenggara Pemerintahan dacrall.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selaw utnya disebut DPRD adalah Dewan
Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Timur,
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12.

13.

14.

15.

16.

18.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan [imu..

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatar. Provins™ kali nantan Timur.

Kesehatan adalahskeadaan sejahtera dari balan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan
setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Upaya Kesehatan ‘Masyai:ﬁmt yang selan utnya disingkat UKM adalah setiap
kegiatan yang dilakukan oleh pem :rintah dan/atau riasyarakat serta swasta, untuk
memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi
timbulnya masalah ke.ehtan di masyarakat. : ’

. rs
Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya singkat UKP adalah setiap kegiatan
vang dilakukan oleh pemerintal dan/atau masyarak ' serta swasta, untuk memelihara
dan meningkatkan Lesehatan serta mencegah din menyembuhkan penyakit serta
memulibkan keschatan perorangan. '

Usaha Kesehatan Sekolah yang szlanjutnya disingkat UKS adalah setiap kegiatan
yang diselenggarakan oleh institusi pendidikan untuk memelihara dan meningkatkan
kesehatan bagi siswa didik.

Skala Provinsi ada’ah gl up luas wilayah pengi teran terhadap satu dan/atau lebih
kabupaten/kota dan/a au daciah lintas batas.

Satuan Kerja Perangkat Daeruh yang selanjuinya cisingkat SKPD adalah dinas, badan,
lembaga dan instansi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Swasta adalah setiap komponen dunia usaha dan penyelenggara upaya kesehatan non-
pemerintah di Provinsi Kalimantar. Timur.

Keiompok potensial setiap kelompok yang brrkembang di masyarakat yang memiliki
kemampuan mempromosikan keselatan di linr kungannya.

Masyarakat adalah setiap orang yang berdomi iili di Provinsi Kalimantan Timur.

Tenaga Keschatan adalah setiap orang y-ng mengabdikan diri dalam bidang
kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ai.it keterampilan melalui pendidikan di
bidang keschatan yang untuk jenis “ferteniu memerlukan kewenangan untuk

melakukan upaya kesehatan.

Sarana kesehatan adalah tempat yang cigunakan untuk menyelenggarakan upéya
kesehatan yang ada di Provinst Kalimantz 1 Timur.

Rumah sakit yang selanjutnya disingket RS delah Rumah Sakit Daerah milik
Provinst.

Organisasi Profesi adalah orgarisasi yar 4 beierak di bidang profesi Tenaga
Kesehatan seperti : lkatan Doxter Indoncsia /1DI) den Persatuan Dokter Gigi
Indonesia (PDGI), katan Bidan Indonesi: (IBI), tkatan Sarjana Farmasi Indonesia
(ISFI), Persatuan Perawat Nasional Indonet’n (PPNI, Persatuan Ahli Farmasi
Indonesia (PAFI), Persatuan Ahli Gizi Indeessia (PERSAGI), Ikatan Ahli Kesehatan
Masyarakat Indonesia (IAKMI), Per-atuz. Ahli (PATELKI) dan/atau organisasi
profesi keschatan lainnya yang mempun siruktur organisasi cabang di Provinsi
Kalimantan Timur.
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19. Lembaga Swadava Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah lembaga
independen milik masyarakat non-pemerintah  yang ikut berkontribusi dalam

mewujudkan pembangunan kesehatan di Provinsi Kalimaatan Timur.

20. Sistem keschatamn~gdalah suetu tatanan yang merghimpun berbagai upaya Bangsa
Indohesia secara terpadu dar saling mendukung, guna menjamin derajat kesehatan
vang setinggi-tingginy 1 sebagai perwujudan kese uhteraan umum seperti dimaksud
dalam Pembukaan UUD 1947, |

21. Sistemr Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disingkat SKP
adalah pedoman, acuan untuk penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Provinsi
Kalimantan Timur, baik oleh Pemerintah, swasta dan masyarakat.

.

BAR I
MAKSUD DANTUJUAN
Pasal 2

{1y SKP dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan uniuk menyelenggarakan
pembangunan kesehatan yang dilaksanakan ole!: pemerintah, swasta, dan masyarakat.

(2) SKP bertujuan :
a. Untuk memberdayakan dan menata -cluruh potensi pemerintah, swasta, dan

masyarakat yang ada meliputi dana, sumber daya dalam pembangunan kesehatan
baik yang terkait langsung maupun tidla'c langsung dalam meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat.

b. Merespon harapan-harapan atau kebutuhan musverakat sesual dengan hak asasi
manusia.

c. Menjamin akses kepada masyarakat secari menyeluruh dalam memperoleh
pelayanan kesehatan yanyg adil dan merata

BA 311 ) .
RUANG LIN WUP
Pa ull 3

SKP meliputi subsistem:

Upaya Keschatan;

Pembiayaan Kesehatan;

Sumber Daya Manvsia Kesehatan;

Farmasi, Makanan, Minuman, dan Pzrbekal in Keschatan;
Pemberdayaan Masyar: ikat;

Informasi dan Pengembangan Kesehatan;

Regulasi Kesehatan;

Surveilans.

IR0 00 o p



BAB 1V

v
I{RINSIP PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
A Pasal 4

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan diselcnggarakan :

a. secara demokratis dan berkeadilan seita tid:ik diskriminatif dengan menjunjung tinggi
hak asasi manusia, n11a1 keagamaan, niiai ki 'taral dan ekonomi.

secara bertahap, menyeluruh dan bertanggur. ; jawab.

sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.

sebagai suatu proszs pembudayaan dan pemoerday: an semua elemen tanpa terkecuali.
dengan dasar perkembangan ilmu pengetahuan,’e!il a dah nilai-nilai budaya.

dengan memberdayakan scmua komponen -1asya:zkat melalu: peran serta dalam
penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelay inan . zsehatan,

oo o
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BAB V
PELAKSA vAAMN
TPasal 5

{1) Pclaksanaan SKP menjadi tangguag jawi o bersama bailk pemerintah, swasta dan
masyarakat.

{2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ¢ yai (1) dalem bentuk koordinast teknis dan
operastonal di lapangen secara lintas program don lintas sektoral.

Pasal ¢

(1) SKPD terkait dengan scktor kesehatan berperan aktif dalam penyelenggaraan .
pembangunan keseha'an sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing,

(2) Dinas kesehatan bersama dengan SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan pembinaan dan pengendaiian terhadap pembangunan kesehatan,

Pasal 7

(1) Swasta berperan aktif alam penyelenggaraan pe v langunan kesehatan daerah sesuai
dengan kapasitasnyu.

(2) Swasta berperan menjadi scinh satu komponen sumber pembiayaan pelaksanaan
kesehatan dikcordinasikan secara sinergis oleh pemerintah.



Pasal X

s
(1) Masyarakat berperan aktif dalam peny:lenggarian pembangunan kesehatan daerah
sesual dengan kapasitasnya.

(2) Masyarakat berperan sevagai sumber penc 1 1man, pelaksana dan/atau pengguna hasil
pelayanan keschatag. i

BAB I

BENTUK PENYELENGCGCARAAN
UPAYA KESEHATAN

Bagian Kesatu
Pengelolaan Pelayanan Keschatan Daar dan Rujukan
Pasal 9

(1) Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota.
(2) Pengelolaan pelayan:a  esehatan ruyjukan  ekunder dan  tersier tertentu

diselenggarakan oleh Dinas £ :sehatan Provinst,

(3) RS melaksanakan UKP dan UKM scrta upaya pelayanan rujukan dari sarana
pelayanan kesehatan tetmasuk sarana pefayanan keszhatan swasta.

(4) Labkesda membantu dinas kesehatan daiam perigawasan dan kegiatan surveilans
terhadap spesimen dan/atau sampling yang diterima.

Bagian Kedua
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
Pasal 10

(1) Dinas kesehatan menyelenggarakan :
a. Upaya pencegahan dan penanggalangan senyakit raenular skala provinsi
b. Upaya pencegahan dan penangguiangan penyakit tidak menular tertentu Skala
Provinsi.

(2) Dinas keschatan melakukan upaya promoti.-preventit dengan melibatkan swasta dan
masyarakat secara aktif.

(3) Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Fiaior Wilayah Departemen Agama
melakukan peningkatan upeya kesehatan 2i in titus: pendidikan melalui UKS.



9
Bagian Ketiga
Lingkungan Schat
/ T Pasal 1

(1) Dinas  kesehatan menyelenggarakan upaya rencegahan  dan penanggulangan
pencemaran lingkungan skala provinsi.

(2) Semua institusi yang 1 onghasilkan limbah (cair, ridat dan gas) menyelenggarakan
pengelolaan dan menats lal sana imbahiiya sesuni cenrgan peraturan yang berlaku
dibawah pengawasan Dinas K :ehatan dan/atau instansd terkait,

L.

(3) Dinas kesehatan bersama instansi terkait mem asilitasi pengelolaan sanitasi kesehatan
lingkungan serta pencegahan kecelakaan akibai penataan lingkungan di provinsi
Kaltim.

Bagian Keempat
Celayanan Kesehatan Peroran un dan Masyarakat
Pasal 12

(1) Dinas keschatan menyelenggara'an :
a. bimbingan dan pengendaiian pelayanan kes:hatan haji skala provinsi
b. pengelolaan pelayanan keschatan rujiikar sckunder dan tersier tertentu
¢. bimbingan dan pengendalian upaya kes: hatan pada daerah perbatasan, terpencil,

rawan dan kepulavan skala provinsi,

(2) Dinas kesehatan bekerjasama dergan K uitor Wilayah Departemen Agama dan
Kantor Kesehatan Pelabuhan melaku’zan upaya keschatan dalam rangka
penyelenggaraan haji.

(3) Semua sarana kesehatan di daerah verbatas: 1, wajih menerima pasien lintas batas,

(4} Dinas kesehatan bersama dinas kesehatan “abuditervkota membuat kesepakatan"
kerjasama dalam menyelenzgarakan upaya pe.tyanan kesehatan dan/atau pembiayaan
penduduk lintas batas.

{5) Pemerintab menyusun kebijakan jangka pai'i;jan,; keschatan provinsi yang meliputi
UKM dan UKP dengan tujuan menirakat u pelayanan dan kualitas pelayanan

kesehatan,

(6) Pengendalian mutu pelayanan kesehatun dilak ikan oleh dinas kesehatan dengan
instansi terkait.

Bagian IC:lima
Gawat Darurat dan Bercana
Pasal 13

(1) Penanganan gawat darurat skala provinsi dileksanakan melajui Icjaring kerja yang
secara teknis dibawalh koordinasi tim penanganan bencana Dinas Kesehatan,
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(2) Bentuk penyelenggaraan sebagalinana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi sistem
transportasi dan sistem informasi gawat darurat yang diselanggarakan oleh
pemetrintah maupun swasta yang bekerja sama secara sinergis dan efisien.

(3 Dalar{u keadaan giwat darurat dan bencana, : otiap tenaga kesehatan wajib memberi
pertolongan kepada siapapun, di manapun dan kapanpun,

(4) Tim penanganan bencana dinas kesehatan '.crsama dengan semua sarana pelayanan
kesehatan pemerintah dan swasta menyedia<mn akses kondisi darurat dan siaga
bencana sesuai dengan kondisi skalz bencanc.

(5) RS wajib menerima _korban tanpa melihat < atus dan-latar belakang serta menangani
sesuai standar dan prosedur yang bzrlaku.

(6) Pembiayaan kasus-kasus sebagaimana dinaksud pada ayat (5) dibebankan secara
bersama antara pemerintah pusat, pomerirtah  provinsi dan  pemerintah

kabupaten/kota.

Bagian Keer im
KI.B
Pasl .4

(1) Dinas kesehatan menyelenggarakan upava penvelidiken dan penanggulangan KLB

skala provinsi.
(2) Penanganan KLB sebagaimana dimaks id pada ayat (1) dikoordinasikan oleh dinas

kesehatan bekerjasama dengan instansi tekai .

BAB V11

3ENTUK PENYELENGGARAAN o
PEMBIAYAAN KESEHHATAN : -

Bagian Kesatu
Sumber
Pasal 15

(1) Sumber pembiayaan kesehatan Provinsi Kaitimn:
a. Pemerintah Pusat,
b. Pemerintah Provinsi
¢. Bantuan Luar Nege; .
d. Dunia Usaha dan Swasta.
e. Masyarakat,

(2) Dinas keszhatan menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan terhadap sumber-
sumber pembiayaan keschatan. '
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Bagian «ledun

Alokas’
SN
{ Pasal 1¢
“-
(1) Pengalokasian dana yang dihimpun ¢av o dilokukkan oleh pemerintah  dengan

memperhatikan pengutamaan upaya jemt. punan kesehatan dengan prinsip yang
berkelanjutan, efektif dan efisjen, -

(2) Alokasi dana yang berasal dari pemerintah dilivcukan melalui penyusunan anggaran
dan pendapatan belanja serta Pemerintah Provinsi berkewajiban mengalokasi
anggaran untuk kesehutan minimal 10% dari fotai APBD dengan pembagian yang
proporsional untuk pelayanan promotif, p, » urtiil kuratif dan rehabilitatif,

(3) Pengalokasian dan yang dihimpun dari masyaraka® dan dilakukan oleh lembaga
masyaraKat dan dilak tkan cleh lembaga masyvara:at be dasarkan azas gotong-royong
sesual dengan poten: 1 dan kebutuhannya, Sedangkia pengalokasian dana oieh swasta
dilakukan denpan prinsip overkelanjutan, cfektif dan efisien serta tidak melupakan
fungsi sosialnya.

(4) Dinas kesehatan meryelenggarakan :
a. pengelolann, bimbingan, pembinaan dar pengzndalian jaminan pemeliharaan
kesehatan daerah.
b. bimbingan dan pengendalian penyelenggaraan jarainan pemeliharaan kesehatan
nasional (tugas pembantuan).

Bagian Ketipa

Pemanfaatan
Pasal 17

i 1) Pemerintah menjamin keterjan kausn dem/af,au akses serta muiu pelavanan kesehatan
. Y
bagl masyarakat,

(2) Pemerintah mempunyal talangan anggaran ur tuk masyarekat miskin baru dan/atay
Tambahan, KI.B dan gawat darurat.

(3) Pemerintah memfasilitasi penggalangan daia untuk kesehatan bersumber dari
perusazhaan dan/atau dunia usuha (Corporate “ocial Responsibility),

(4) Pembiayaan pelayanan kesehatan masyarake : dilaksanakan melalui sistem asuransi
dan/atau  Jaminan Pemelihuraan Kesehatn  Masyarakat (JPKM) dan model
pembiayaan pelayanan kesehatan lainnya.

(5) Beatuk  penyclenggaraan sebagaimana dincksud pada ayat (4) ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah dalam Peraturan Gubernt -

(6) Mekanisme pembiayaan masvarakar miskin non aseskin mengikuti sistem Jaminan
Keschatan Masyarakat (JAMKESMAS),
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(7) Setiap perusahaan wajib memberikan jamin n pemclhiharaan keschatan kepada teraga
kerja dan keluarganya melalui sistem asuransi tenapa kerja (JAMSOSTEK)

BAB VIII
/ T~
BENTUK PENYLLENGGARAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Bagian Kesatu
Peninglata 1 Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan
| " Pasal 18

. (1) Dinas kesehatan berwenn 1g da.am hal menetapkan .

! a. Rekruitmen dan rele 1 yang dilaksanakan olen adan Kepegawaian Daerah atas
usul dari Dinas Kes :hatar. - ang meliputi selurub sarara kesehatan pemerintah.

b. Standar kebutuhan SD! ¥ :sehatan didasarkan pada beban kerja, rasio jumlah
penduduk dan kebutuhan niasyarakat..

c. Penempatan dan pendistribusian tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenaga
kesehatan tertentu antar kabupaten/kota skala provinsi,

d. Pendayagunaan tenaga keschatan skala provinsi.

(2) Standar kinerja SDM Keschatan dibuat oleh tim yang dikoordinasikan oleh dinas
keschatan.

(3) Masing-masing institusi dan/atau instansi scrana kesechatan wajib membuat pola
| pengembangan karir sesuar dengan komprtensi, kebutuhan dan pembangunan

kesehatan.,

Bagian Kedun
Pendidilan dan Pelatihan

Pasal 19

(1) Pendidikan dan pelatihan meliputi pelatit an teknik fungsional, manajemen, dan
penjenjangan mengacu pada ketentuan yang herlak 1.

(2) Institusi  dan/atau lembaga yang menyeleng a-adan pendidikan dan  pelatihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ter.<red! asi.
BAL IX

BENTUK PENY LE "3GARAAN
FARMAST , MAKANAN, MINUMAN DAN ALAT KESEHATAN

Pasal 20

{1) Dinas kesehatan menyelenggerakan :
a. penyediaan dan pengelolaan bufferstoc. « vat provinsi, alat kesehatan, reagensia

dan vaksin lainrya skala provinsi serta | arperan nictif dalam menyebarluaskan dan
mengawasi branded generik.
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b. pembinaan terhadap kesestaian jenis pelayanan Jan obat di ruman sakit bersama

dengan Komite Medik Funs:ional.
¢. pengambilan sampling danyatau sertifikasi alat keseha'an, PKRT dengan labkesda,

Balai Bosar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) atau badan independen

yang diakui olehPemerintah Provinsi. _
d. pembinaan produksi dan distribusi sediaan farmasi, makanar, minuman dan alat

kesehatan bersama dengan Balai Besar POM.
e. pembinaan terhadap dinas keschatan katupaten/kota mengenai keamanan dan
sanitasi makanan dan minuman yang be edar di masyarakat bersama instansi

terkait.

(2) Dinas kesehatan ‘memberikan sertifikasi sarana , produksi dén distribusi alat
kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tapga (PKRT) Kelas IL

BABX .

BENTUK PENYEL}) NGGARAAN
PEMBERDAYAAN vIASYARAKAT

Pasal 'l
(1) Dinas kesehatan menyelenggarakan upaya n 0mos knsehatan Skala Provinsi.

(2) Individu, masyarakat dan kelompok potensial be:p ariisipasl aktif dalam pembangunan
keschatan.

(3) Dinas keschatan membentuk kemitraan dengan kelompok notensial dan dunia usaha.

(4) Pemberdayaan masyarakat umum dilakiken Jalui pembentukan wadah perwakilan
masyarakat yang peduli kesehatan. Wadah o rwakilan yang dimaksud yang antara
lain adalah penyantun> puskesmas (diicca natan), Konsil/Komite, Kesehatan
Kabupaten/Kota (di Kabupaten/Kota) ainu calisi /eringan/Forum Peduli Kesehatan
(di Provinsi).

(5) Dalam mewujudkan masyarakat szbagai pr.ral pembangunan kesehatan, ditiap deerah-
dapat dibentuk Dewan/Komite Kesehat.n yi.g berfungsi untuk menjadi mitra
Pemerintah dalam merumuskan kebijak.n Pemnlbungunan Kesehatan, menguwasi
pelaksanaan pembangunan keschatun, dar,‘meningkatkan transparansi pembangunan

kesehatan.
BAB X1

BENTUK PENYELENGGARAAN
INFORDM'ASI DAN PENGEMRANGAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Informasi IKeschatan

Pasal 22

(1) Dinas kesehatan men) -l:nggarakan
. a. mengelola dan menger \bangkan sistermn is formasi kesehatan yang terpadu
meliputi sarana pelayni.r pemerintah, dan swasta tarmasuk lintas batas melalui
Dinas Kesehatan Kabupe ei/Kota.
b. pengelolaan survei keschatan daerah (snrkesda) Skaia Provinsi.



14

(2) Dinas keschatan kabupaten/kota melaporkar: kepada Dinas Kesehatan Provinsi :
a. Kcz_jadian Luarddjasa dalamm waktu 1x24 jam (Laporan W1)
b. informasi penyakit berpotensi wabah (Lezporan W2),

1 (3) RS melaporkan lanoran kegfa?annya kepada dinas l:esehatan dengan tembusan kepada
% Dinas Kesehatan Kabupaten/Keta di wilayah kedic.uliannya.

(4) Semua informasi yang dierima dari Provi si, k.bupaten dan Kota selanjutniya
menjadi dasar dalam, proses perencanaan pemtangan kesehatan.
Bagiap Ked .
Penelitian dan Pengeml-angan Keschatan
Pasal 23

(1) Penelitian dan pengembangan bidang kes.!etar dilaksanakan oleh Badan Litbang
Daerah dan/atau lembaga lain atas vsulan ¢ nas keiehatan dibawah koordinasi Badan

Litbang Daerah.

(2) Pencliian dan pengenibangan bidang keschatan yang dilaksanakan oleh pihak lain
berdasarkan atas seper jetaluan dinas kesehatan den Baoan Litbang Daerah.

(3) Hasil penelitian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus
dilaporkan ke Dinas Kesehatan dan Badan Penzlid i dan Pengembangan Daerah
serta disosialicasikan Lepada instansi terkait,

BAB XI!

BENTUK PENYELENGG ARAAN _ .
REGULASI KESEHA TAN

Bagian Kesatu
Regulasi Tenaga I{eselatan
Pasal 24

(1} Dinas kesehatan melaksanakan registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan
tertentu Skala Provinsi.

(2) Tenaga keschatan asing wajib memiliki suat rckomendasi dari Dinas Kesehatan
Provinsi.

(3) Bentuk penyelenggaraan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
dengan Peraturan Gubernur.



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Bagian Kcdua

Regulasi Saruna Keschatan
( Pasal .3

Dinas keschatan melaksanakan registras dan scitifikasi sarana kesehatan sesuai
peraturan perundang-undangan

Dinas kesehatan meir iliki kewenangan dalam hal :
a. memberikan rgkomendasi izin sarana kesehatan, tertentu yang diberikan oleh

pemerintah pusat.
b. memberikan izir sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas B non

pendidikan, rumah sakit khusus, rumah sakit swasta serta sarana kesehatan
penunjang y: ng s¢tara.

Bentuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksuc pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
dengan peraturan perundangan yang berlaku. '

Sarana kesehatan wijib mengirimkan laporur perkembangan hasil kegiatan
pelayanan kesehatin <«pala pemerintah melalui Linas Kesehatan dalam rangka
memperoleh perpanjungan it r.

Dinas keschatan menyediakan format baku untuk pelaporan bagi sarana kesehatan
sebagaimuna dimaksud pada ayat (4) dan memberikan umpan balik kepada sarana
kesehatan.

Audit sasaran pelayanan kesehatan oleh badan independen (Badan Mutu) yang
diakui oleh Pemerintah Provinsi.

BAB XIII

BENTUK PENYELEN 5GARAAN
SURVEIL.1NS

Bagian IKeraty
Surveilans Epi:.emiclogi

Pasal .6

(1) Dinas kesehatan menyelenggarakan survailans epicemiologi skala provinsi.

(2) Bentuk penyelenggaraan sebagaimana duaaksid pada ayat (1) ditetapkan dalam

bentuk petunjuk teknis drn pedoman surveiian-.
Bagian Kedi a
Swrveilans Gizi Bl

Pasal 27

(1) Pemerintah bertanggung jawab dalam hai penyelcogga aan .

d.

penanggulangan gizi buruk.
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b. perbaikan gizi keluarga dan masyarakat dengan partisipasi aktif masyarakat dan
swasta.

(2) Dinas kesehatan rgorryelenggarakan :
a. survailans gizi buruk Skale Provinsi
b. pemantauan penangivlangan gizi buruk Skala P-nvinsi.

BADB XIV

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

- « S

Bagian Kesatn
Pembinaan
Pasal 28

(1) Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyclenggaraan pembangunan
kesehatan yang menjamin diperolehnya hak untuk mengakses pelayanan kesehatan
untuk semua lapisan masyurakat,

(2) Pembinaan oleh Pemerintah atas penyc.cnggaraan pembangunan kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilak sanakan oleh Dinas Kesehatan.

(3) Dinas keschatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas
pembinaan penyelenggaraan pembangun:n kesehatan dengan instansi lintas sektor.

(4) Pembinaan penyelenggaraan pelayanan keschaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) meliputi upaya untuk:
a. terciptanya pembangunan kesehatan yang n.enyeluruh dan berkesinambungan;
b. berkembangnya peran serta swasta, mar yara<at dan LSM;
¢. meningkatnya kualitas pelayanan ke:ehatar scrta meningkatnya kesadaran
untuk berprilaku hidup sehat secara her angg, ing jawab.
Bagian Keh oo
Pr:ngt:nd." bin

Pasal 29

Pengendalian terhadap penyclenggaraan pe nbaunan kesehatan serta penerapan
ketentuan peraturan perundang-undangannya ciselcaggarakan oleh pemerintah, swasta

dan masyarakat.

BAB XV
SANKSI
Paszl] 30

(1) Segala bentuk pelar.ggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Peraturan
Daerah ini dapat dihukum dengan tindakan hukuran administratif.
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(2) Tindakan administratif sebagaimana dimz ksud pada ayat (1), dapat berupa .
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
¢. penghentiag sgmentara kegiatan,
d. denda administratif;
e. pencabutan izin pralgl.,\k.

(3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud para ayat (1) dan ayat (2), pelanggaran terhadap
| Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan hukuman sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

K

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 31
Hal-hal yang belum diatur dalamn Peraturan Dacra’) ‘i, sepanjang mengenai pelaksanaannya
akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubeir, ,
BAR VL
KETENTUAN PTMUTUP
Pase " 52
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Sistem Kesehatan Provinsi menjadi
pedoman dalam pelaksanaan pembangutian kesea an di Provinsi Kalimantan Timur.
Pasal 3.3
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tasic 0al diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerint:hkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalarn Lemb iran Daerah Proviisi Kalimantan Timur. .

Mitetapkan di Samerinda
nada targgal 18 Desember 2008

+GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
ttd

F. AWANG FAROEK ISHAK
Diundangkan di Samarinda falinan sesuai dengan aslinya

pada tanggal 18 Desembar 2008 Kepala Biro Hukum Setda

P Itim,
SEKRETARI [ A\LF A | fr 0. Kaitim
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, %
H Sofr{Helmt, SH, MSl
Pembina Tingkat |

H. SYAIFUL TETENG Nip. 19560628 198602 1 004

ttd

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 20



PENJEL/ SAN
ATAS
' PERATURAN DAERAH PROVINST KAL IMANTAN TIMUR
o~ NOMOR 20 TAMUN 2008

\ TENTAN
SISTEM KESEHATAN PROVINS | KALIMANTAN TIMUR

I. PENJELASAN UMUM ,

Sektor kesehatan merupakan salah satu cektor strategis dalam konteks ketahanan
suatu negara dalam menghadapi ancaman dar tantangan dari berbagai hal, baik vang
berasal dari luar maupun dari dalam negara itu sendiri. Selnin itu, Cerajat kesehatan suatu
bangsa menunjukan sejauh mana u'ran kescjanternan masyarakat’bangsa yang
mendiami negara tersebit. Di lain pihak, kesehutan perorangan dan masyarakat
merupakan hak azasi yas p; harus dijamin dan dipelihara cleh negara. Untuk menjamin
serta memelihara kesehaten perorangan dan masyarakat, dalam kontcks meningkatkan
ketahanan negara, dibutuhkan suatu tatanan yang jelas dan adil meliputi berbagai macam
individu maupun kclompok masyarakat agar dapat men-apai tujuan bermasyarakat dan
bernegara. Tatanan terseb 1t dikenal sebagai Sistem Kes=hatan. '

Berkaitan denzan hal di atas, Pemeriaiab Republik Indonesia pada tahun 2004
telab meluncurkan Sistem Keschatan MNasional (SKN) sebagai pengganti dan penyesuaian
terhadap SKN 1982 herkaitan dengan penyelenggaraar negara yang bersifat desentralistik
serta sebagai antisipasi terhadap perubahan globa.. Didalam dokumen SKN 2004
dikatakan bahwa Sistem Kesehatan Nagional (SKN ) lidefinisikan sebagai suatu tatanan
yang menghimpun upaya Fangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung, guna
menjamin derajat keselatu) yaig setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan
umum seperti dimaksud dulam Pe rbukaan UUD 1947,

Pada dokumen SKN terselut dikatakan pula bahwa untuk menjamin keberhasilan
pembangunan kesehatan di daerah perlu dikembar.gkar Sistern Kesehatan Daerah (SKD).
Dalam kaitan ini kedudukan SKN merupakan supra sistem dari SKD. SKD terdiri dari
Sistem Kesehatan Propinsi (SKI') dan Sistem Kes:hatan Kabupaten/Kota (SKK). SKD™
merupakan acuan bagi berbagai pikak dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di
dacrah.

Kompleksnya masalah kesehatan di Provirsi Kaltimg membutuhkan suatu sistem
yang dapat merespon permasalahan. Sistem kes: hatan pada saat dokumen ini disusun
tidak dapat lagi mengakomodasi kebutuhan pelay.man kesehatan masyarakat dan tuntuan
globalisasi seperti pelayanan keschatan, perijin.n dan IPTEK. Provinsi kaltim harus
nampu melakukan penanganan dini dalam menghadapi masalah kesehatan untuk
mencapai tujuan “setiap orang sehat” dan men'adi “lebth sehat”. Sistem Kesehatan
Provinsi Kaltim disusun sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada dengan
memperhatikan kearifan lokal. Provinsi Kaltiin merupakan daerah yang memiliki potensi
besar, hutan yang luas, perairan sungai dan hasi' tambang yang cukup menghasilkan PAD

daerah tinggi dan lain-lainnya.

Provinsi Kaltim sebagai bagian integra ¢ari Negara Kesatuan republik Indonesia
membutuhkan suatu Sistem Kesehatan yang 1iemungkinkan terwujudnya ketangguhan
dalam ketahanan di bidang kesehatan dan mainpu menvediekan kondisi guna menjaga
keberlangsungan perrbangunan keschatan dalam mevujudkan kesejahteraan masyarakat
di wilayahnya. SKP Kaltim merupakan pedoman bagi individwmasyarakat dan
pemerintah provinsi dalam menyelenggarakan bersagm .ktivitasnya, dimana pedoman ini
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tidak terbatas bagi scktor kesehatan saja, tetuni juga dapat digunakan oleh sektor lain
vang berkaitan.

II. PENJELASAN PA§£\,I\J DEMIPASAL
} =

i

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3 ..

1. Sub Sistem Upaya Iieschatan

Upaya keschatan adalah interaksi ant: cu berbagei elemen sistem dalam unaya
pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayan n kesehatan perorangan yang sinergis,
komprehensif dan bermutu. "Penycdiaan pelayznan kesehatan adalah fungsi yang
menggabungkan berbugai input kedalam proses producsi di tempat tertentu yang
menyediakan berbagei intervensi” Pelayanan kesenatan dibedakan atas perorangan
dan masyarakat di dalam SKN dikenal sebagai Upaya Keschatan Perorangan (UKP)
dan Upaya Kesehatan Masyarakat ( UKM).

Pejaksanaan pelayanan kesehatan sudal disediaken oleh pemerintah dalam bentuk
UKM dan swasta dalam bentuk UKP. Peran Pemerintah Daerah sebagai regulator
sangat dibutuhkan wntuk mengatur UKP Sehingga lebik bermanfaat untuk sernua

pihak.

2. Sub Sistem Pembiayaan Keschatan

Sub sistemn pembiayian kesehatan adalal inter 1ksi berbagai elemen sistem dalam

upaya penggalian, pengalokasian dan penggunian sumberdaya keuangan yang
terpadu dan saling mesiclukuy, dalam upaya pelaya an kesehatan

Sistern pembiayaan kes:o:tan secara dmuri me : ;pakan sebuah proses dimana
pendapatan dimobilisasi dari sumber dana primer dan sckunder, dikumpulkan dalam
bentuk pengumpulan dana dan kemudian dialokasikan kepada kegiatan spesifik dan,
penyedia pelayanan kesehatan yang telah ditentukan. . -

Sistem pembiayaan di Provinsi Kalimantan Timur untuk kedepannya akan
disesuaikan dengan peraturan pemerintah anr baru yaitu PP No 38 Tahun 2007 yaitu
(a) pengelolaan/penyelenggaraan, bimbingan. pengendalian  jaminan pemeliharaan
kesehatan skala provinsi dan (b) bimbingan dan pengendalian penyelenggaraan
jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tujas Pembantuan). '

3. Sub Sistem SDM Keschatan

Sub sistem sumberdaya manusia adalen interaksi antara elemen sistem dalam
upaya, perencanaan, pengadaan, pendayagunaz. . dan pengembangan SDM Kesehatan.
Perkembangan peran swasta dalamn pelayaran kesehatan berdampak pada produsen
tenaga keschatan yang cenderung kurang te ‘kandali. Terkendali dalam arti kegunaan
dan mutu belum sesuai dengan kebutulin dan kemampuan penyerapan akibat
terbatasnya dana dalam rckruitmen dai pemeliharaan tenaga. Profesionalisme
berkaitan dengan kewenangan, kompetensi dan etika SDM kesehatan; serta berkaitan
dengan proses produksi (pendidikan, trainin 1) oleh produsen SDM Kesehatan.

Peran pemerintah adalah dalam men cmin cetersediaan SDM  tersebut untuk
kepentingan publik {(seperti UKM) dan scpmien ‘crtentu masyarakat, yaitu golongan
miskin dan rentan, serta mengatur, mengarahl.11 Jen mengawast SDM yang bekerja




di sektor swasta (fungsi stewardshi)) dan berbagal pemneran yang berkaitan dengan
produksi SDM tersebut.

4. S{ub Sistem Faemasi, Makanan, Mincman dan Perbekalan Kesehatan

Sub sistem farmasi, makanan, minuman dan perbekalan kesehatan adalah
interaksi antara elemen sistem dalam upava menjamin penyediaan, pemerataan
distribusi obat dan prrbekalan serta pengawasan mutu obat, makanan, minuman dan
perbekalan kesehatan. Penyediaan obat generik dan bermutu merupakan masalah
hesar. Jadi dalam mengembangkan SKP Kaltim, lebih dibatasi pada penyediaan obat
generik untuk segmen tertentu dan pengawasan be rbagai pemeran dalam penyediaan,
alokasi dan distribusinya. 7

5. Sub Sistem Pembe -dayaan Masyarakat

Sub sistem pembe:dayaan masyarakat adalah it terak;i antara elemen sistem untuk
meningkatkan peran serta 1nas arakat dalam pembangunan kesehatan. Sebagai bagian
dari sistem kesehatan, masyarakat dapat berkoniriousi sebagai elemen-elemen dalam
berbagai fungsi sistem. Magyarakat dalam kelompok dapat berkontribusi secara
langsung dalam formulasi kebijakan kebijakan.

6. Sub Sistem Informasi dan Pengembangan Keschatan

Sub sistem informasi dan pengembangan kesehatan adalzh interaksi antara elemen
dalam administrasi dan pengelolaan kesehatan Di dalamnya termasuk juga penetapan
arah pembangunan kesehatan, penyusunan berbagai kebijakan dan pengelolaan
program keschatan yang ditunjang oleh sist:m informasi kesehatan dan penerapan
tlmu pengetahuan dan teknologi kesehatan,

7. Sub Sistem Regulasi Keschatan

Sub sistem regulasi adalah irteraksi antar elemen regulator dan yang
diregulasi (regulatee) guna menjamin penyelenggaraan kegiatan pembangunan
kesehatan berdasarkan spesifik daersh y.iig aman, adil dan terbuka baik untuk
perorangan ataupun kelompok masyarakat.

8. Sub Sistem Surveilans

Sub sistem surveilans adalah interaksi aatar elrren jejaring surveilans di Provinsi
Kaltim, guna menjamin penyelenpgaraan keriatun pembangunan kesehatan dalam
salah satu wujud pengambilaan kebijakan di bdang 1:esehatan yang berbasis data.

Pasal 4
Cukup jelas

P’asal 5

Cukup jelas

Pasal 6
SKPD terkait dengan sektor kesshatan ying dimaksud adalah semua pemangku
kepentingan (sebagaimana dijabarkan do am PP No. 41 tehun 2007) yang terkait
dengan sektor kesehatan yang ada di Provin: i Kaltun

Pasal 7
Cukup jelas



Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10

UKS adalah setiap kegiatan yang diseleng rarakar sleh institusi pendidikan untuk
memelihara dan meningkatkan kesehatan bagi siswa didik.

Pasal 11 : . N
Pengelolaan lingkungan hidup adalah u)aya terpadu untuk melestarikan fungsi
lingkungan hidup yang meliputi ehijaksanaan penataan, pemanfaatan,
pengembangan, pemeliharaan, pemuiinan, pengawasan, dan pengendalian
lingkungan hidup. '

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13

Bencara adalah peristiwa atau rangkaan “cristiwa yang mengancam dan
mengganggu kehidupan dan penghidnpun masyé ra<at yang disebabkan, baik oleh
faktor alam dan/atau faktor nonalam 11aupun faktor manusia sehingga
mengakibatkan timbulnya korban jivza i rusia, kerusakan lingkungan, kerugian
harta benda, dan dampak psikologis.

Tanggung jawab Pemerintah Pusat yang Lerkaitan deangan pembiayaan dalam
penanggulangan bencana adalah pengalokasier anygaran penanggulangan bencana
dalam Anggaran Pendapatan dan Belenja Negara yang memadai dan
pengalokasian anggaran penanggulangar ben.una dalam bentuk dana-siap pakei. -

Wewenang pemeriniah yang berkaitan d:ngen pembiayaan dalam penanggulangan
bencana adalah pengendalian pengumpuler. dan penyaluran uang atau barang yang
terskala nasional.

Tanggung jawab nemerintah daerah yang berkcitan dengan pembiayaan dalam
penyelenggaraan  penanggulangan  hencant. acalah  pengalokasian dana
penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapaten dan Belanja Daerah yang

memadal.

Wewenang pemer:1tah yang berkaitan dengan smbiayaan dalam penanggulangan
bencana adalah peigendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang
berskala provinsi, kabupaten/kota.

Pasal 14
Wabah adalah suatu peningkatan kejadian kesakitan dan atawkematian yang telah
meluas secara cepat haik jumnlah kasus maupun iuas daerah terjengkit.

Kejadian Luar Biasa (KL.R) adalah tirabulnya suatu kejadian kesakitan/kematian
dan atau meningkamya suata kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara
epidemiologis pada suatu k. “lompok penduduk falara kurun waktu tertentu.




Pasal 15¢
Cukup jelas

Pasal 16/
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18 -,
Cukup jelas. .+

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

PPasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
» Laporan dalam 24 jam

a. Kasus-kasus baru penyakit menular potensial wabah harus segera dilaporkan
dalam waktu 24 jam kepada kepada Dinas Kesehatan Kab/Kota dari puskesmas
dengan formulir W.1 (Gelongan penyakit karantina atau wabah penting)

b. Kejadian Luar Biusa (kenaikan morbiditas atau niortalitas di suatu daerah yang
mungkin mencu igakan adanya epidemi penyakit menular) yang harus dilaporkan
Puskesmas dalam ‘waktu 24 jam kepada kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota dengan
menggunakan formulir W.1. (semua Golongan Penyakit Menular).

<+ Laporan Mingguan

Apabila masih terjadi ks 1s nenyakit menular potersial wabah, maka kejadian
tersebut tetap dilapork wm ming guan dengan formuli- W.2 Laporan dikirim tiap hari
Senin.

“» Laporan Bulanan

Laporan bulanan sesuai dengan formulir SP27P.

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas
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Pasal 28
Cukup jelas “
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30 L
Cukup jelas |
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas
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